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I. PEMBAGIAN PAJAK 

Secara umum pembagian pajak dibedakan berdasarkan sifat-sifat & ciri-ciri tertentu 

yang terdapat dalam masing-masing pajak. 

 

Pembagian pajak berdasarkan sifat-sifat tertentu : 

  Pajak atas kekayaan & pendapatan 

 Pajak atas lalu lintas, yaitu lalu lintas hukum,kekayaan & barang 

 Pajak yang bersifat kebendaan 

  Pajak atas pemakaian 

Pembagian pajak berdasarkan ciri-ciri tertentu: 

A. Menurut Sifatnya : 

 Pajak subjektif  

 Pajak objektif 

B. Menurut Golongan : 

 Pajak langsung  

 Pajak tidak langsung 

C. Menurut Pemunggut  

 Pajak Pusat 

 Pajak daerah 

 

 

A. Menurut Sifatnya  

Prof. Adriani sangat mengutamakan pembagian pajak berdasarkan ciri-ciri yang 

mempunyai arti prinsip & menyimpulkan bahwa pembedaan antara pajak subjektif & 

pajak objektif sangat tepat. Sebaliknya ia tidak menyetujui pemakaian istilah seperti 

pajak pribadi & pajak kebendaan. 

 

1. Pajak Subjektif ( Individu ) 
dimaksud pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-

tama keadaan pribadi wajib pajak. Golongan pajak subjektif adalah pajak 

pendapatan atas penduduk indonesia & pajak kekayaan atas penduduk Indonesia, 

serta pajak yang dipungut dari badan-badan. 

 

yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib 

pajak  untuk menetapkan wajib pajaknya harus ditemukan alas an-alasan yang 

objektif yang berhubungan erat dengan materialnya, yaitu yang disebut gaya 

pikul. 

Berdasarkan Subjek baru dicari objeknya 

Contoh :  PPh 

 



Kewajiban Pajak Subjektif adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya, pada 

umumnya orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak 

subjektif, anak, orang dewasa , wanita yang sudah kawin. Sedangkan untuk orang 

di luar Indonesia kewajiban subjektif ada kalau mempuanyai hubungan ekonomis 

dengan Indonesia (misalnya mempunyai perusahaan di Indonesia). 

 

Kewajiban pajak subjektif dalam negeri untuk pajak penghasilan adalah: 

 Mulai 

 Pada waktu seseorang dilahirkan di wilayah Indonesia  

 Pada waktu seseorang menetap di Indonesia 

 Berakhir 

 Pada waktu seseorang meninggal dunia  

 Pada waktu seseorang meninggalkan Indonesia 

 Kewajiban pajak subjektif luar negeri untuk pajak penghasilan adalah: 

 Mulai 

 Pada waktu seseorang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dan 

mempunyai hubungan ekonomis tertentu dengan Indonesia menurut undang-

undang pajak  

  

 Pada waktu seseorang menetap di luar negeri serta mempunyai hubungan 

ekonomis tertentu dengan Indonesia menurut undang-undang pajak 

 

 Berakhir Pada waktu hubungan ekonomis dengan Indonesia seperti diatas 

terputus  

 Pada waktu seseorang menetap di Indonesia  

 Pada waktu seseorang meninggal dunia 

 

 

2. Pajak  Objektif  (bersifat kebendaan) 
Pajak objektif pertama-tama melihat pada objeknya 

(benda,keadaan,perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban 

membayar pajak) kemudian baru dicari subjeknya baik yang berkediaman di 

Indonesia maupun tidak. Golongan pajak objektif diantaranya: 

  Pajak yang dipungut karena keadaan diantaranya pajak kekayaan, pajak 

pendapatan, pajak karena menggunakan benda yang kena pajak. 

 Pajak yang dipungut karena perbuatan diantaranya pajak lalu lintas 

kekayaan, pajak lalu lintas hukum, pajak lalu lintas barang, serta pajak 

atas pamakaian. 

 Pajak yang dipungut karena peristiwa diantaranya bea pemindahan di 

Indonesia contohnya pemindahan harta warisan. 

  

yaitu pajak yang pertama-tama memperhatikan objeknya baik itu berupa 

benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan 

timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau 

badan hokum) yang bersangkutan langsung. Dengan tidak mempersoalkan apakah 

subjek pajak ini berkediaman di Indonesia ataupun tidak.  



 

 Kewajiban pajak objektif adalah kewajiban yang melekat pada objeknya. 

Seseorang dapat dikenakan kewajiban pajak objektif jika ia mendapat penghasilan 

atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat menurut Undang-undang. 

 

Prof. Smeets membedakan antara urunan dan pajak-pajak umum. 

Urunan, mempunyai sifat yang sama dengan retribusi karena keduanya dapat 

dianggap sebagai pengganti kerugian untuk jasa-jasa yang diperoleh dari pemerintah. 

Pajak umum. Pajak ini dibagi dalam 7 golongan yakni: 

 Pajak-pajak perorangan atas sisa-sisa yang di dalamnya termasuk pajak 

pendapatan atas penduduk. 

  Pajak-pajak kebendaaan atas sisa-sisa yang di dalamnya termasuk pajak 

pendapatan atas bukan penduduk, pajak perseroan, pajak upah, verponding 

bukan bangunan. 

  Pajak-pajak atas kekayaan. 

  Pajak-pajak atas tambahnya kekayaan. 

 Pajak langsung atas pemakaian seperti pajak rumah tangga, pajak anjing, bea 

lelang 

 .Pajak tidak langsung atas pemakaian bea masuk. 

 Pajak-pajak yang menaikkan ongkos-ongkos produksi. 

 

B. Menurut Golongan 

Pembagian pajak ke dalam pajak langsung & pajak tidak langsung 

 

1. Pajak Langsung 

Pajak langsung ialah pajak yang dipungut secara periodik menurut kohir 

(daftar piutang pajak) yang sesungguhnya tidak lain dari tindasan-tindasandari 

surat-surat ketetapan pajak. 

 

Pajak Langsung yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Atau pajak 

yang dipungut secara berkala. 

 Contoh: Pajak Penghasilan. 

 

2. Pajak Tidak Langsung 

pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut kalau pada suatu saat 

terdapat suatu peristiwa atau perbuatan & pajak ini tidak ada kohirnya. 

 

yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau 

konsumen. Atau pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang 

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan 

akte. 

 Contoh: Pajak pertambahan nilai, bea meterai, bea balik nama. 

 

 

.  



C. Menurut Pemunggut 

Berdasarkan Pemunggut Pajak maka pajak dapat dibagi menjadi Pajak Pusat dan 

Pajak Daerah 

1. Pajak Pusat  

 adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh 

Departemen Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak). Penerimaannya masuk ke 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), antara lain: 

 Pajak Penghasilan  

 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM)  

 Pajak Bumi dan Bangunan  

 Pajak/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  

 Bea Meterai 

 Sebagian dari pajak pusat tersebut hasil penerimaannya dibagikan kepada 

pemerintah daerah yakni: 

 Hasil penerimaan PPh Orang Pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 

dibagi dengan imbangan 80% untuk pemerintah pusat dan 20% untuk 

pemerintah daerah.  

 Hasil penerimaan PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah 

pusat dan 90% untuk pemerintah daerah.  

 Hasil Penerimaan BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah 

pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. 

 

2. Pajak Daerah  

 adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh 

Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hasil penerimaannya masuk ke Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

 

Jenis Pajak Propinsi,  

terdiri dari: 

 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

 2.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

 3.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

 4.Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 

 

Jenis Pajak Kabupaten/Kota 

terdiri dari 

 Pajak Hotel  

 Pajak Restoran  

 Pajak Hiburan  

 Pajak Reklame  

 Pajak Penerangan Jalan  

 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C  

 Pajak Parkir 

 



Selain Pajak terdapat juga : 

a. Iuran adalah jumlah uang yg dibayarkan anggota perkumpulan kpd 

bendahara setiap bulan (untuk biaya administrasi, rapat anggota, dsb) 

 

b. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

 

c. Sumbangan adalah iuran yang diberikan oleh rakyat secara sukarela, 

digunakan untuk membantu kelompok masyarakat tertentu. 

 

II. SISTEMATIKA HUKUM PAJAK 

 

Hukum pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak 

formal. 

1) Hukum Pajak Materiil  

Hukum pajak materiil adalah norma-norma yang menjelaskan keadaan, 

perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus 

dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain hukum pajak 

materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, terhapusnya utang pajak beserta 

hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Contoh dari hukum 

pajak materiil adalah peraturan yang memuat tentang kenaikan denda, sanksi atau 

hukuman, dan cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan 

yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. (Siti Resmi:2008)  

mengatur tentang obyek pajak, subyek pajak, besar pajak yang dikenakan 

timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan 

WP. Apabila dalam undang-undang pajak khusus memuat hal-hal yang 

bertentangan dengan hukum formal, maka hal ini harus diatur kembali dalam 

undang-undang pajak yang bersangkutan. Undang-undang yang memuat hukum 

pajak material dan formal yaitu;  

a. Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-undang No.12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  

b. Undang-undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (PDRD).  

c. Undang-undang No.21 Tahun1997 sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-undang No.20 Tahun 2000 tentang Bea perolehan atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB).  

Pengaturan hukum pajak material dan formal ini mengalami perubahan 

semenjak adanya Pembaharuan Perpajakan Nasional (tax reform), dimana 

sebelumnya pengaturan antara Hukum Pajak Material dan Formal dijadikan 

satu. Hal itu dapat dilihat dalam Ordonansi Pajak Pendapatan (PPd.) 1944, 

Ordonansi Pajak Perseroan (PPs.) 1925.  

Setelah adanya Pembaharuan Perpajakan Nasional tahun 1983, maka 

hanya ada satu Hukum Pajak Fornal yang digunakan untuk serangkaian Hukum 

Pajak Material. Pengaturan dengan cara lama mempunayai kelebihan lebih 



memungkinkan bagi ketentuan Hukum Pajak Formal untuk menyesuaikan 

dengan karakteristik dari Hukum Pajak Materialnya, dikarenakan yang dilayani 

oleh Hukum Pajak Formal Hanya satu. Adapun kelemahannya terutama bagi 

wajib pajak karena akan mempersulit dalam mempelajari dan memahami 

ketentuan pajak yang bgitu banyak dan beragam. Sedangkan pengaturan seperti 

yang ada sekarang ini mempunyai kelebihan yakni lebih sederhana dan 

memudahkan untuk dipelajari dan dipahami, tetapi kelemahannya sulit untuk 

menyesuaikan dengan ketentuan Hukum Pajak Material yang banyak dan 

memiliki karakteristik yang beragam, sehingga ketentuan Hukum Pajak Formal 

itu bersifat ketentuan umum dimana dalam undang-undang pajak material juga 

disisipkan ketentuan Hukum Pajak Formal tertentu yang merupakan ketentuan 

khusus. Misal undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan undang-

undang tentang Bea Materai.  

 

2) Hukum Pajak Formal  

Hukum pajak formal memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung 

ketentuan hukum pajak material, yang diperlukan untuk melaksanakan/ 

merealisasikan ketentuan hukum material. Hukum pajak formil dimaksudkan 

mengenai tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan untuk 

memberi perlindungan pada fiskus dan Wajib Pajak, serta memberi jaminan 

bahwa hukum pajak materiilnya dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Hal-hal 

yang digolongkan dalam ketentuan hukum formal yang diatur Undang-undang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain mengatur mengenai:  

· Surat pemberitahuan (baik masa maupun tahunan),  

· Surat Setoran Pajak,  

· Surat ketetapan pajak (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan 

Surat Ketetapan Pajak Nihil )  

· Surat Tagihan,  

· Pembukuan dan pemeriksaan,  

· Penyidikan,  

· Surat Paksa,  

· Keberatan dan Banding,  

· Sanksi administratif, sanksi pidana, dll.  

Hal-hal yang digolongkan dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam 

Undang-undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang telah diubah dengan 

Badan Peradilan Pajak antara lain mengatur mengenai:  

· Sengketa Pajak  

· Banding dan Gugatan  

· Susunan Badan Peradilan Pajak  

· Hukum Acara  

· Pembuktian  

· Pelaksanaan putusan, dll.  

Hal-hal yang digolongkan dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam 

Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa antara lain mengatur 

mengenai: (Erly Suandy:2002)  



· Penagihan pajak  

· Juru sita pajak  

· Penagihan seketika dan sekaligus  

· Surat paksa  

· Penyitaan  

· Lelang  

· Pencegahan dan penyanderaan  

· Gugatan,dll  

Hukum Pajak Formal meliputi:  

1. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 6 Tahun 1983 

stdtd. UU 28 Tahun 2007 selanjutnya disebut UU KUP).  

2. UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU Nomor 19 Tahun 1997 stdtd. 

UU Nomor 19 Tahun 2000 selanjutnya disebut UU PPSP).  

3. UU Pengadilan Pajak (UU Nomor 14 Tahun 2002 selanjutnya disebut UU 

PP).  

Dalam Undang-undang pajak yang bersangkutan dapat juga dimuat ketentuan-

ketentuan hukum formal, jika ketentuan ini menyimpang dari ketentuan umum 

hukum pajak formal yang telah diatur. Apabila dalam undang-undang pajak 

khusus memuat hal-hal yang bertentangan denganhukum pajak formal, maka hal 

ini harus diatur kembali dalam Undang-undang pajak yang bersangkutan. 

Undang-undang yang memuat hukum pajak material dan formal yaitu :  

a. Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  

b. Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)  

c. Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

 

III. PENERIMAAN NEGARA 

Pembiayaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit sebagai syarat 

mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Uang yang digunakan untuk itu didapat 

dari berbagai sumber penerimaan negara. Pada umumnya negara mempunyai 

sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari: 

1. Bumi, air dan kekayaan alam 

2. Pajak-pajak, Bea dan cukai 

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (non-tax) 

4. Hasil Perusahaan Negara 

5. Sumber-sumber lain, seperti pencetakan uang dan pinjaman 

 

A. Bumi, Air, dan Kekayaan Alam 
Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk 

kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Selanjutnya Pasal 1 ayat 2 Undang-

undang Pokok Agraria menegaskan bahwa bumi, air dan ruang angkasa 

termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik 

Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Bumi, air, dan ruang angkasa 

milik Bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional. Yang termasuk 

pengertian menguasai adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 

penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya,menentukan dan mengatur yang 



dapat dimiliki atas bagian dari bumi, air dan ruang angkasa dan mengatur 

hubungan hukum antara person (subjek hukum) dan pembuatan-pembuatan 

hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa . 

Negara hanya menguasai bumi, air dan ruang angkasa. Dengan demikian 

dapat dipahani bahwa negara tidak dapat menjual tanah kepada pihak swasta, 

sebagaimana yang terjadi pada zaman pemerintahan Hindia Belanda di mana 

tanah dijual oleh Pemerintah kepada pihak partikelir (swasta), sehingga banyak 

diketemukan tanah partikelir. Baru sesudah berlakunya UU Pokok Agraria 1960 

tanah-tanah partikelir ini dihapuskan. 

 

B. Pajak-Pajak, Bea dan Cukai 

Pajak-pajak, bea dan cukai merupakan peralihan kekayaan dari sektor 

swasta ke pemerintah, yang diharuskan oleh UU dan dapat dipaksakan, dengan 

tidak mendapat jasa timbal (tegenprestatie) yang langsung dapat ditunjuk, untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak adalah sumber terpenting 

dari segi penerimaan negara. Hal ini dapat kita lihat di dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. Struktur APBN memperlihatkan bahwa 

sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan 

cukai. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun makin meningkat. 

Bea dibagi atas dua yaitu:                                                                                                 

1. Bea masuk ialah bea yang dipungut dari jumlah harga barang yang 

dimasukkan ke daerah pabean dengan maksud untuk dipakai dan dikenakan 

bea menurut tarif tertentu yang ditetapkan dengan UU dan keputusan 

Menteri keuangan. 

2. Bea keluar ialah bea yang dipungut dari jumlah harga barang tertentu yang 

dikirim keluar daerah Indonesia dihitung berdasarkan tarif tertentu 

berdasarkan UU. 

3. Daerah Pabean ialah daerah yang ditentukan batas-batasnya oleh pemerintah 

yang digunakan sebagai garis untuk memungut bea-bea. Cukai ialah 

pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu berdasarkan tarif yang 

sudah ditentukan misalnya tembakau, gula, dan bensin. 

 

C. Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non-Tax) 

Dalam pasal 2 UU No.20 tahun 1997 terdapat 7 jenis penerimaan negara bukan 

pajak (PNBP) yaitu: 

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah yang terdiri: 

a. Penerimaan jasa giro, 

b. Penerimaan sisa anggaran pembangunan (SIAP) dan sisa anggaran 

rutin (SIAR). 

2. Penerimaan dari pemanfaatan SDA terdiri: 

a. Royalti bidang perikanan, 

b. Royalti bidang kehutanan, 

c. Royalti bidang pertambangan, kecuali Migas. 

3. Royalti adalah pembayaran yang diterima oleh negara sehubungan dengan 

pemberian izin atau fasilitas tertentu dari negara kepada pihak lain untuk 

memanfaatkan atau mengolah kekayaan negara. 



4. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan terdiri: 

 Bagian laba pemerintah, 

 Hasil penjualan saham pemerintah, 

 Deviden: pembayaran berupa keuntungan yang diterima oleh negara 

sehubungan dengan keikutsertaan mereka selaku pemegang saham 

dalam suatu perusahaan. 

5. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilakukan pemerintah terdiri: 

 Pelayanan pendidikan, 

 Pelayanan kesehatan, 

 Pemberian hak paten, hak cipta, dan merk. 

6. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang terdiri: 

 Lelang barang, 

 Denda, 

 Hasil rampasan yang diperoleh dari kejahatan. 

7. Penerimaan berupa hibah. 

8. Penerimaan lain yang diatur dengan UU. 

 

D. Hasil Perusahaan Negara 

Yang tergolong dalam perusahaan negara adalah semua perusahaan yang 

modalnya merupakan kekayaan negara dengan tidak melihat bentuknya. Selain 

itu ada perusahaan negara yang berada dalam lapangan hukum perdata yang 

berbentuk PT yang sahamnya seluruhnya berada ditangan pemerintah atau 

kementerian yang bersangkutan. 

 

E. Sumber-Sumber Lain 

Yang termasuk dalam sumber-sumber lain ialah pencetakan uang (deficit 

spending). Sumber terakhir ini oleh beberapa negara sering dilakukan. 

Pemerintah Indonesia pernah melaksanakannya dalam rangka memenuhi 

kebutuhan akan investasi negara untuk membiayai pembangunan yang 

tercermin dalam Anggaran Belanja dan Pembangunan. Secara teoritis 

sebenarnya dapat saja dilakukan oleh Pemerintah kapan saja. Tetapi cara ini 

tidalah populer karena membawa akibat yang sangat mendalam di bidang 

ekonomi. Oleh karena itu defisit tersebut ditutup dengan melalui pinjaman atau 

kredit luar negeri yang berasal dari kelompok negara donor, yang dalam 

Anggaran Belanja Negara penerimaan dari pinjaman tersebut merupakan 

penerimaan pembangunan yang sebenarnya juga merupakan uang muka pajak 

yang kelak dikemudian hari menjadi beban bagi generasi mendatang. 

 

Sumber-sumber lainnya dari penerimaan negara adalah Pinjaman Negara, baik 

yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Pinjaman dari 

dalam negeri dapat dibedakan dalam dua bagian, yakni jangka pendek dan jangka 

panjang. Pinjaman jangka pendek dengan cara pemberian pembukaan uang muka 

oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah sebelum penerimaan negara masuk ke kas 

negara. Pemberian uang muka ini untuk mencegah kevakuman dalam rangka 

Pemerintah melakukan pengeluaran-pengeluaran. Pinjaman atau pemberian uang 

muka ini dijamin dengan Kertas Perbendaharaan negara, dan pinjaman ini akan 



dilunasi setelah ada penerimaan negara, seperti pajak dan penerimaan negara bukan 

pajak sudah masuk dalam kas negara. Pinjaman dalam negeri yang berjangka 

Panjang dilaksanakan dengan cara menerbitkan uang kertas berharga (obligasi) 

berjangka waktu. Penjualan obligasi berjangka ini ditujukan kepada seluruh 

masyarakat dan hasil penjualannya digunakan untuk membiayai pembangunan. 

Mengenai Pinjaman Luar Negeri, umumnya berjangka panjang. Sifat pinjaman 

Luar Negeri hanya merupakan faktor pelengkap dan tidak mempunyai komitmen 

dengan masalah politik dan ideologi. Pinjaman Luar Negeri terdiri dari 2 macam: 

1. Bantuan Program, yaitu bantuan keuangan yang diterima dari Luar Negeri 

berupa devisa kredit. Devisa kredit ini kemudian dirupiahkan ke dalam kas 

negara sehingga kas negara bertambah yang akan digunakan untuk pembiayaan 

pembangunan. 

2. Bantuan Proyek yaitu bantuan kredit yang diterima Pemerintah dari negara 

donor berupa peralatan dan mesin-mesin untuk membangun proyek tertentu, 

seperti: proyek tenaga listrik, jembatan, jalanan, pelabuhan, telekomunikasi dan 

irigasi. Sebagian dari bantuan proyek ini diberikan dalam bentuk jasa konsultan 

dan tenaga teknisi yang membantu merencanakan pembangunan proyek. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

bahwa pendapatan negara dapat dikelompokan ke dalam: 

1. Penerimaan Perpajakan 

(i) Pajak dalam negeri terdiri dari : 

- Pajak Penghasilan dari Minyak Gas 

- Pajak Penghasilan Non Minyak Gas 

- PPn dan PPn BM 

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

- Cukai 

- Pajak lainnya 

(ii) Pajak Perdagangan Internasional 

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 

- Realisasi PNBP berasal dari: 

- Penerimaan Sumber daya alam ( pendapatan minyak bumi, pendapatan gas 

alam, pendapatan pertambangan umum, pendapatan kehutanan,pendapatan 

perikanan). 

- Bagian Pemerintah atas laba BUMN 

- Penerimaan Negara bukan pajak lainnya 

3. Hibah 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. PENGELOLAAN PAJAK DAN CUKAI 

 

A. Pengelolaan Pajak 

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak 

Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh 

Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal 

Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang 

dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. 

 

Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi : 

1. Pajak Penghasilan (PPh) 

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang 

dimaksud dengan penghasilan adlah setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat 

digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa 

keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun 

pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak 

dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena 

Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. 

Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN 

adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia 

yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya. 

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) 

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong 

mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak 

yang tergolong mewah adalah : 

a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau 

b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau 

c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan 

tinggi; atau 

d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau 

e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta 

mengganggu ketertiban masyarakat. 

4. Bea Meterai 

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat 

perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, 

yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan 

ketentuan. 

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah 

dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir 



seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik 

Propinsi maupun Kabupaten/Kota. 

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau 

bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah 

Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada 

Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan. 

 

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun 

Kabupaten/Kota antara lain meliputi : 

1. Pajak Propinsi 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor; 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

2. Pajak Kabupaten/Kota 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; 

g. Pajak Parkir. 

 

B. Pengelolaan Bea dan Cukai 

Bea cukai itu adalah instantsi pemerintah yang berwenang dan bertugas melayani 

masyarakat di bidang kepabeanan (mengawasi, memungut, dan mengurusi bea masuk 

dan keluar (import, ekspor) melalui darat, laut, udara) dan cukai (pungutan yang 

bersifat karateristik dan kegunaan yang perlu di awasi sehingga tidak berdampak 

negatif bagi lingkungan dan masyarakat). Nama resmi dari bea cukai sebenarnya 

adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang disingkat DJBC 

Tugas dan fungsi DJBC adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan 

negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor (PDRI) 

meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai. Sebagaimana diketahui 

bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam kas negara 

adalah dari sektor pajak dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang 

dikelola oleh DJBC. 

Selain itu, tugas dan fungsi DJBC adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, 

mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan 

peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring 

perkembangan zaman, DJBC bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator 

perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak 

dengan syarat-syarat tertentu. 

Jenis Pajak Yang Dikelola oleh DitJen Bea dan Cukai 

1. Bea masuk  



Adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor 

berdasarkan Undang –Undang no.10 tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-Undang no.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan 

2. Bea Keluar  

adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang ekspor  berdasarkan 

Undang-Undang  no.10 tahun 1995 sebagaimana yang  telah diubah dengan 

Undang-Undang no.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan jo.PP nomor 55 tahun 

2008 tentang pengenaan Bea Keluar terhadap barang ekspor. 

3. Cukai  

Adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang 

mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang no 11 

tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang no.39 tahun 

2007 tentang Cukai. 

 

V. SISTEM PEMUNGGUTAN PAJAK 

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) : 

1. Official Assessment System 

sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas 

pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem 

pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada 

tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak terhutang 

dihitung oleh petugas pajak, (ii) wajib pajak bersifat pasif, dan (iii) hutang pajak 

timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan 

diterbitkannya surat ketetapan pajak. 

2. Self Assessment System 

i. sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak 

untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri 

pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem 

pemungutan pajak ini adalah (i)  pajak terhutang dihitung sendiri oleh 

wajib pajak,  

ii. (ii) wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri 

pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan  

iii. (iii) pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap 

saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat 

melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang 

seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar. 

3. Withholding System 

sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau 

pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh 

wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib 

pajak. 

 

Di indonesia sistem pemungutan pajaknya sendiri menggunakan dua sistem yaitu 

self assessment system dan witholding system. Sejak perubahan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang merupakan awal dimulainya 

reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh 



kolonial Belanda (misalnya: ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944), Indonesia 

telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem official-assessment 

menjadi sistem self-assessment yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. 

Sistem Self-assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan 

kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Self Assesment System antara lain : 

1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada WP sendiri 

2. Wajib Pajak Aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang 

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 

Sebaliknya pada sistem official-assessment besarnya pajak yang seharusnya terutang 

ditetapkan sepenuhnya oleh Fiskus (aparat pajak). Kriteria dari Official Assesment 

system adalah : 

1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus 

2. Wajib Pajak bersifat pasif 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

Dalam Self Assesment system ini terdapat pemberian kepercayaan sepenuhnya 

kepada Wajib Pajak untuk melakukan self assessment memberikan konsekuaensi 

yang berat bagi Wajib Pajak, artinya jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban-

kewajiban Perpajakan yang dipikul kepadanya, sanksi yang dijatuhkan akan lebih 

berat. Oleh karena itu system self assessment mewajibkan wajib pajak untuk lebih 

mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib 

Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. 

Untuk meyakinkan sistem self-assessment dilaksanakan dengan baik, perlu 

dilakukan pengawasan (Law enforcement) dalam pelaksanaannya. Peran 

pengawasan ini dilakukan oleh Fiskus dalam bentuk pemeriksaan (tax audit) dengan 

maksud menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya, kemudian penyidikan pajak (tax investigation) dan terakhir berupa 

penagihan pajak (tax collection). 

 

 

VI. TATA CARA PEMUNGGUTAN PAJAK 

Tata Cara Memugut Pajak dapat dibagi menjadi 3 cara antara lain : 

1. Stelsel Nyata (Riil Stelsel) 

Yaitu pengenaan pajak didasarkan pada obyek  (penghasilan) yang nyata, 

sehingga pemungutannya baru  dapat dilakukan pada akhir tahun, setelah 

penghasilan  yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan stelsel  ini adalah 

lebih realistis, kelemahannya adalah pajak  baru dapat dikenakan pada akhir . 

2. Stelsel Anggapan (Fictif stelsel) 

Yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggpan yang diatur oleh  Undang-

undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan  besarnya 

pajak yang terutang untuk tahun depan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat 



dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun,  

kelemahannya pajak yg tidak berdasarkan keadaan sebenarnya   

3. Stelsel Campuran 

Yaitu stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel 

anggapan, dimana pada awal tahun  besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 

anggpan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan 

sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataanlebih besar dari anggapan, 

WP wajib lunasi kekurangannya  demikian sebaliknya. 

 

Yuridiksi pemungutan pajak merupakan salah satu cara pemungutan pajak yang 

didasarkan pada tempat tinggal sesorang atau berdasarkan kebangsaan seseorang 

atau berdasarkan sumber dimana penghasilan diperoleh. Yuridiksi yang dimaksud 

adalah batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam memungut 

pajak terhadap warga negaranya, agar pemungutannya tidak menjadi berulang-ulang 

yang bias memberatkan orang yang dikenakan pajak. 

1. Asas Tempat Tinggal ( domisili ) 

Merupakan suatu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau 

domisili seseorang.Suatu negara hanya dapat memungut pajak terhadap semua 

orang yang bertempat tinggal atau berdomisili dinegara yang bersangkutan atas 

seluruh penghasilan dimana pun diperoleh, tanpa memperhatikan apakah orang 

yang bertempat tinggal tersebut warga negaranya atau warga negara asing. 

2. Asas Kebangsaan 

Merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu 

negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang 

mempunyai kebangsaan atas negara yang bersangkutan sekalipun orang tersebut 

tidak bertempat tinggal di negara yang bersangkutan. 

3. Asas Sumber 

Merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau 

tempat penghasilan berada.Apabila suatu sumber penghasilan berada disuatu 

negara, maka negara tersebut berhak memungut pajak kepada setiap orang yang 

memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada. 


